
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tara Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nornor 20 Tahun 2008;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 2005
tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas
di bidang pengkajian dan pengembangan komunikasi dan
informatika dipandang perlu melakukan evaluasi kelembagaan
terhadap Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan
Pengembangan lnformasi;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengkajian dan
Pengembangan Informasi (BPPl), maka di pandang perlu
melakukan penataan terhadap Unit Pclaksana Tekrus (UPT)
Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi:

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b,
maka dipandang periu menetapkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat:

Menimbang:

TENTANG
ORGANISASIDANTATAKER]A 1JNITPELAKSANA TEKNIS

BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI DAJ'l INFORMATlKA

NOMOR :72/PERjM.KOMINFO/6 /2008

PERATURAN MENTER! KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMAT1KA
REPUBLIK INDONESIA
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Pasal2

(1) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan lnforrnatika
yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BBPPK1adalah Unit Pelaksana
Teknis dilingkungan Badan Penelitian dan Pengernbangan SDM, yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan
Pengernbangan SDM dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan
Penelitian dan Pengembangan SDM.

(2) Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika yang
selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPPKI adalah Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan SDM, dan secara administratif dibina oleh
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan SDM.

(3) BBPKI dan BPPKI masing-masing dipimpln oleh seorang Kepala.

Pasal l
Unit Pe1aksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas, terdiri dari :

a. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Inforrnatika,

b. Balai Pengkajian dan Pengernbangan Komunikasi dan Inforrnatika.

BABI

KLASIFIKASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Menetapkan :

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnforrnatika Nomor
01/P/M.KOMINFO/-l/2005 tentang Organisasi dan Tara Kerja
Departemen Kornunikasi dan Informatika:

4. Keputusan Presiden RI Nomor 31/P tahun 2007 ten tang
Pengangkatan Menteri Komunikasi dan lnformatika;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dalam surat Nomor: B/13-l1/M.PAN/5/2008 tanggal23 Mei 2008

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan:
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),
BPPKImenyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana program dan anggaran dan pelaksanaan cvaluasi
serta laporan eli bidang pengkajian dan pengembangan kornunikasi dan
informatika;

b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang komunikasi dan
informatika;

c. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hasil pengkajian dan
pengernbangan komunikasi dan informatika;

d. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan
dan rumah tangga BPPKI.

(1) Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
BBPPKImenyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana program dan anggaran dan pelaksanaan evaluasi
serta laporan di bidang pengkajian dan pengembangan komunikasi dan
inIormatika;

b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang komunikasi dan
informatika:

c. pelaksanaan pengembangan kapasitas dan peningkatan aks12smasyarakat
di bidang informasi dan pengctahuan di wilayah perbatasan;

d. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hasil pengkajian dan
pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan
kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan
pengetahuan di wilayah perbatasan;

e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan
dan rumah tangga BBPPKI.

Pasa14

Pasa13

(1) SBPPKI mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan
komunikasi dan inIorrnatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan
akses masyarakat dibidang informasi dan pengetahuan di wilayah
perbatasan.

(2) BPPKI mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengcmbangan
komunikasi dan informatika.
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PasallO

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan laporan pelaksanaan
pengkajian dan pengernbangan komunikasi dan informatika serta
pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi
dan pcngetahuan di wilayah perbatasan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha,
kepegawaian, perlengkapan dan rurnah tangga.

Pasal9

Bagian Tata Us aha terdiri dari :

a. Subbagian Umum;

b. Subbagian Keuangan.

Pasa18

Pasa17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata
Usaha menyelenggarakan £ungsi :

a. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga;

b. pelaksanaan urusan keuangan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal6

BBPPKI terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Program dan Evaluasi:

c. Bidang Publikasi dan Dokumentasi;

d. Kelompok [abatan Fungsional.

PasalS

Bagian Pertama

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Kornunikasi dan Informatika

BAB II

SUSUNAN ORGANlSASI
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Pasa115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal Id, Bidang
Publikasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan
informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses
masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan;

Bidang Publikasi dan Dokumentasi mernpunyai tugas melaksanakan publikasi
dan pengelolaan dokumentasi hasil pengkajian dan pengembangan di bidang
komnnikasi dan inforrnatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan
akses rnasyarakat dibidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.

Pasal14

Pasal13

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengkajian dan
pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas
dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di
wilayah perbatasan:

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi
dan penyusunan laporan di bidang pengkajian dan pengembangan
komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan
akses masyarakat di bidang informasi dan pcngctahuan di wilayah
perbatasan.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

a. Subbidang Program;

b. Subbidang Evaluasi.

Pasal12

Pasalll

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10, Bidang
Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dan anggaran di bidang
pengkajian dan pengembangan serta pengembangan kapasitas dan
peningkatan akses masyarakat dibidang informasi dan pengetahuan di
wilayah perbatasan;

b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan Iaporan pelaksanaan pcngkajian
dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta
pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat dibidang
informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.
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Pasal20

(1) Subbagian Tara Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta penyusunan
laporan.

(2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas me1akukan penyusunan
rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika.

(3) Seksi Publikasi rnempunyai tugas .melakukan publikasi hasil pengkajian dan
pengembangan komunikasi dan informatika.

BPPKI terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha;
h. Seksi Program dan Evaluasi,
c. Seksi Publikasi:
d. Kelompok [abatan Fungsional.

Pasal19

Bagian Kedua

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Pasa118

Bagan organisasi BBPPKI sebagaimana tersebut dalam Lampiran Iperaturan ini.

Pasal17
(1) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

publikasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan inforrnatika
serra pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat eli bidang
inforrnasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.

(2) Subbidang Dokumentasi rnempunyai tugas melakukan pengelolaan dan
pelayanan dokurnentasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi
dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses
masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan,

Bidang Publikasi terdiri dari :

a. Subbidang Publikasi:

b. Subbidang Dokurnentasi.

Pasal16

b. pelaksanaan pengeloJaan dan pelayanan dokumentasi hasil pengkajian dan
pengembangan komunikasi dan inforrnatika serta pengembangan kapasitas
dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di
wilayah perbatasan.
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Pasal25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap tugas
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib
mengambil Iangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasa124

Dalam melaksanakan rugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di
lingkungan BBPPKI dan BPPKI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit
organisasi di lingkungan BBPPKI dan BPPKI serta dengan instansi lain di luar
BBPPKl dan BPPKI sesuai dengan bidang tugasnya.

BABllf
TATAKERJA

Pasal23
(1) Kelompok [abatan Fungsional dilingkungan BBPPKI dan BPPKI tcrdiri dari

sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan olch
pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BBPPKl dan BPPKI.

(3) [umlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal22

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBPPKI dan BPPKI mernpunyai
tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kelornpok [abatan Pungsional

Pasa121

Bagan organisasi BPPKI sebagaimana tersebut dalam Lampiran II peraturan ini.
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Pasal32

(1) Eselonisasi BBPPKI terdiri dari :

a. Kepala BBPPKI adalah jabaran struktural eselon n. b
h. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada BBPPKI adalah jabatan
struktural eselon III. b

BABIV
FSELONISASI

Pasal31

Dalam melakukan tugasnya setiap pirnpinan satuan organisasi dibantu oleh
Kepala Satuan Organisasi di bawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasa130

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal29

Kepala BBPPKl dan BPPKI wajib menyampaikan laporan hasil pe1aksanaan
tugas kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

Pasal 28

Sctiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal27

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BBPPKI dan BPPKI wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing serta menyampaikan Iaporan berkala tepat pada waktunya,

Pasa126

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPPKI dan BPPKl
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing­
masing dan mernberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.
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Dengan berlakunya peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor : 84/KEP/M.KOMlNFO/10/2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal35

BABVII

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya peraturan ini, scmua peraturan pelaksana dari Kcputusan
Menteri Komunikasi dan In.£ormatika Nomor: 84/ KEP/M.KOMINFO/l0/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan
Informasi masih tetap berlaku sepanjang belum cliubah atau ditetapkan dengan
peraturan baru yang berdasarkan peraturan ini.

Pasal34

BABVI

KETENTUAN PERALlHAN

(2) Nama, kelas, lokasi dan wilayah kerja BBPPKI dan BPPKl adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

Pasal33

(1) Sejak berlakunya Peraturan ini, jumlah Unit Pelaksana TeknisPengkajian dan
Pengembangan Komunikasi dan Informatika berjumJah 8 (de1apan) unit,
yang terdiri dari Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika (BBPPKI) sebanyak 2 (dua) unit dan Balai Pengkajian dan
Pengembangan Komunika~i dan Informatika (BPPKI) sebanyak 6 (enam)
unit.

BABV

LOKASl

c. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada BBPPKl adalah jabatan
struktural eselon IV.b

(2) Eselonisasi BPPKI terdiri dari :

a. Kepala BPPKI adalah jabatan struktural eselon ill. a
b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BPPKI adalah jabatan
struktural eselon IV.a
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS;
5. Menteri Keuangan ;
6. Kepala Badan Kepagawaian Negara;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kornunikasi dan

Informatika.

Peraturan ini muIai bcrlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal37

Pasa136

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh
Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
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Subbidang
Dokumentasi

Subbidang
Publikasi

J3IDANG PUBLIKASI
& DOKUMENTASI

Subbidang
Evaluasi

Subbidang
Program

BlDANG PROGRAM
& EVALUASI

Subbagian
Umum

Subbagian
Keuangan

J3AGIAN TATA
USAIIA

KEPALA
BALAI

BAGAN ORGANISASI
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRANI
PERATURAN MENTERI KOMUNlKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR : 22 jPE!VM.KOIVllNFO/6/2008
TANGGAL: 4 Juni 2008
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f- KELOMPOK -
f- JABATAN -
f- FUNGSIONAL -

I I I

SEKSI
PUBLIKASI

I
SEKSI

PROGRAM
DAN EVALUASI

I

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KEPALA
BALAI

BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRANll
PERATURAN MENTER! KOM UNIKASI
DAN INFOR!vIATIKA
NOMOR : 22jPER;rvI.KOrvUNFO/6 /2008
TANGGAL: 4 juni 2008
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NO NAMA LOKASI WILAYAH KERJA
1 Balai Besar Pengkajian dan

Pengembangan Medan - Prop. NAD
Komunikasi dan - Prop. Sumatera Utara
In£ormatika Medan - Prop. Sumatera Barat

- Prop. Riau
- Prop. Riau Kepulauan
- Prop. Kalimantan Timur
- Prop. Kalimantan Barat

2 Balai Besar Pengkajian dan Makassar - Prop. Sulawesi Selatan
Pengembangan - Prop. Sulawesi Tenggara
Komunikasi dan - Prop. Maluku
Informatika Makassar - Prop. Papua

- Prop. Nusa Tenggara Timur

3 Balai Pengkajian dan
Pengembangan Jakarta - Prop. DKI Jakarta
Komunikasi dan - Prop. Jambi
lnformatika Jakarta - Prop. Bengkulu

- Prop. Bangka Belitung

4 Balai Pengkajian dan
Pengembangan Bandung - Prop. Jawa Barat
Komunikasi dan - Prop. Banten
hUormatikaBandung - Prop. Lampung

- Prop. Sumatera Selatan
5 Balai Pengkajian dan - Prop. Jawa Tengah

Pengembangan Yogyakarta - Prop. DrYogyakarta
Komunikasi dan - Prop. Bali
Informatika Yogyakarta

6 Balai Pengkajian dan - Prop. Jawa Timur
Pengembangan Sura bay a - Prop. Nusa Tenggara Barat
Komunikasi dan - Prop. Sulawesi Barat
Informatika Surabaya

DAFT AR NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

KOMUNlKASI DAN INFORMATIKA

LAMPlRANll
PERATURANMENTERIKOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR : 22 jPERfM.KOMINFO/6 /2008
TANGGAL: 4 Juni 2008
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NO NAMA LOKASI v\1JLAYAH KERJA

7 Balai Pengkajian dan - Prop. Kalimantan Selatan
Pengembangan Banjarmasin - Prop. Kalimantan Tengah
Komunikasi dan - Prop. Sulawesi Tengah
Informatika Banjarmasin

8 Balai Pengkajian dan - Prop. Sulawesi Utara
Pengembangan Mana do - Prop. Corontalo
Komunikasi dan - Prop. Maluku Utara
ITJorniatika~anado - Prop. Irian Jaya Barat


